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TJAHJO KUMOLO, SH.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

VAWA, CITA

2014)-2019)

. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI
SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA
SELURUH WARGA NEGARA

. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN
TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS,
DAN TERPERCAYA

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN
MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN

. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI
SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI,
BERMARTABAT DAN TERPERCAYA

5.

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
MANUSIA INDONESIA

. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA

SAING DI PASAR INTERNASIONAL

. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN

MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT

RESTORASI SOSIAL INDONESIA
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' PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN DAER}\H

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunannasional

PASA263 UU23/2014 |

Pasal 263 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
RKFD merupakan penjabaran dari RPIMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaanuntuk jangkawaktu 1 (satu) tahun.

RKPD2018

RKPD 2018 menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2018, setelah
dibahasbersamaseluruh pemangkukepentingan




